
WALIKOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 42l.{423 mrun aOr8

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI GONDORryO SEMARANG
YANG BERALAMAT DI JALAN JLODANG, RT.O3 RW. 02

KELURAHAN GONDORTYO, KECAMATAN NGALIYAN, KOTA SEMARANG
TAHUN 2OI8

Menimbang :

WALIKOTA SEMARANG,

a. bahwa berdasarkan hasil Musrenbang Kecamatan
Ngaliyan tahun 2015, Kelurahan Gondoriyo Kecamatan
Ngaliyan masih membutuhkan satuan pendidikan
khususnya Sekolah Dasar Negeri baru;

b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan mutu
pendidikan dasar dan ketersediaan satuan pendidikan
di tingkat sekolah Dasar Negeri (sD), maka pemerintah
Kota semarang perlu mendirikan sekolah Dasar Negeri
(SD) baru;

c. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 9 ayat(1) Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2ol4 tentang
Pedoman Pendirian, perubahan, dan penutupan satuai
Pendidikan Dasar dan Menengah, izin pendirian sekolah
Dasar Negeri (SD) diberikan oleh Walikota;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, maka
perlu diterbitkan Keputusan walikota semarang rentangrzin Pendirian sekolah Dasar Negeri GondoriyJ
Semarang yang beralamat di Jalan Jlodang, RT. 03 RW.
02, Kelurahan Gondoriyo, Kecamatan Ngaliyan, Kota
Semarang;

1. undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,Jawa
Barat, dan Daerah Istimewa Joryakarta (Berita ll"g"r"
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem
Pendidikan 

- Nasio_nal (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 7g, Tambatratt Lembaran

Mengingat :

7

Negara Nomor a3O1); 
4*-



3.

4.

Undang Undang Nomor 12 tahun 20ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang undangan (

l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OII
Nomor 82, Tambahan l,embaran Negara Nomor 523a \
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55971,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
567e);

Undang Undang Nomor 30 Tahun 2OL4 tentang
Administrasi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601 );

5.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat
Lembaran Negara Republik Indonesia

2976 tentang
II Semarang (

Tahun 1976
Nomor 25, Tambahan l,embaran Negara
Indonesia Nomor 3079l;

Republik

7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang
Pembentukan Kecamatan di Wilayah kabupaten Daerah
Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan
Kendal serta Penataan Kecamatan di wilayah
Kotamadya Daerah tingkat I Jawa Tengah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89 );

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Repulik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 44961 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32

Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar
Nasional Pendidikan (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5a10);

g. Peraturan Pemerintah Nomot 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

ilo*or 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
ilo*ot ll2,Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157); p

t



10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19

Tahun 2OO7 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan
oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

I 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24
Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana
untuk Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI)'
Sekolah Dasar Negeri (SD)/Madrasah Tsanawiyah
(SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah
Aliyah (SMA/MA);

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15
Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 15 Tahun 20 10 tentang Standar
Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di
Kabupaten/Kota;

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2013 tentang
Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan
Menengah;

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar
dan Menengah;

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan
Dasar dan Menengah;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan
Dasar dan Menengah;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
81 A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan,
dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 2036 l;

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007
tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang
(Iembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomors);4- /./
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17.

18.

19.

20.



2t. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Semarang ( Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Semarang Nomor 114 );
Peraturan Walikota Semarang Nornor 61 Tahun 2016
tentang Kedudukan, susunan organisasi, Thgas dan
Fungsi serta Tata Keq'a Dinas Pendidikan Kota
Semarang.

22.

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSI(AN:

Memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar Negeri Gondoriyo
Semarang yang beralamat di Jalan Jlodang, RT. 03 RW. 02
Kelurahan Gondoriyo, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang.

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri
Gondoriyo Semarang sebagaimana dimaksud Diktum kesatu
menjadi wewen:rng dan tanggung jawab Dinas Pendidikan
Kota Semarang.

Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 1? r.Frtl 2016

SALINAN disampaikan Kepada Yth: \r/ q-

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
4. Wakil Walikota Semarang;
5. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
6. Asisten Administrasi Ekonomi,Pembangunan dan Kesejahteraan Ralcyat

Sekda Kota Semarag;
7. Inspelrtur Kota semarang;
8. KepalaBAPPEDA Kota Semarang;
9. Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang;

10. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
11. Kepala Bagran Hukum Setda Kota Semarang;
12. Ketua Dewan Pendidikan Kota Semarang;
13. Satuan Pendidikan vane bersanekutan.
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PRIHADI


